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BUPATI ENDE
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 7‘ TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumnet
Perencanaan Pembanguana Daerah bagi Daerah dengan masa
jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah
otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Tahun
2025- 2026;

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara ...




Menetapkan:

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang selanjutnya

disebut Renstra Dinas Perhubungan adalah rencana S (lima) tahunan

yang...




10.

0

12.

13.

yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci
keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentin didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan soslal dalam lingkup
daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus
menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk
mewujudkan visi Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk 5 (ima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan
kegiatan dan hasil pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian

sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan ...




1%,

15,

16.

17.

18.

19.

20.
21,
22.
23.

24.

2.

26.

tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input] untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan Tahun 2024.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka
menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
Daerah adalah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Ende.

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Ende.

BAB ...




(1)

)

{3)

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama
para pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika

perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

(1)

(2)

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ende disusun dengan maksud
untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada Dinas
Perhubungan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis
strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan
pelayanan publik.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah :

a. Memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, prograin,
kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima
tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas
Perhubungan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Ende;

b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi aparatur Dinas Perhubungan sebagai dasar dalam
melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

c. Memberikan pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah

tahunan.

d. Mewujudkan ...




d. Mewujudkan infrastruktur bidang Perhubungan yang handal dan
berkelanjutan dalam bingkai masyarakat Kabupaten Ende Bangkit
Menuju Sejahtera.

e. Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit

kerja dengan pelaku yang berbasis Dinas Perhubungan.

BAB IV
RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 5

(1) Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran
dan kebijakan serta program Kkegiatan Dinas Perhubungan yang
berpedoman pada RPD Tahun 2025- 2026.

(2) Sistematika Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

BAB 1 Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pasal 6

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati
ini.

BABV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

(1) Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan melibatkan semua personil
aparatur Dinas Perhubungan dan sektor terkait untuk membangun
komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Perhubungan selama 2 (dua)
tahun.

(2) Penyusunan ...




(2)
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(2)

(1)

(2)

Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1} didasarkan
kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program

prioritas.

Pasal 8

Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan Rancanngan Akhir Renstra
kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda
diajukan ke bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan
Bupati

Kepala Dinas Perhubungan menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende
tentang Renstra Dinas Perhubungan kepada semua Pejabat Pengawas,

Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Perhubungan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan
Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra
Dinas Perhubungan.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. kebijakan perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. evaluasi.

Pasal 10

Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan meliputi
pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan bersama.

Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat

Pengawas dan Administrator lingkup Dinas Perhubungan_meliputi realisasi

Kegiatan, ...
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kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses
pelaksanaan kegiatan.

Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan
kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Bagian Sekretariat, Kepala Sub

Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang diketahui oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 11

Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra Dinas Perhubungan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Perhubungan; dan

b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.

Pasal 12

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang dan
dikoordinasikan dengan Seckretaris Dinas

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan  daerah, pelaksanaan  program dan  kegiatan
pembangunan daerah; dan

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing -

masing Bidang dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 13

Renstra Dinas Perhubungan dapat diubah dalam hal :

a. terjadi perubahan yang mendasar, atau

b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.

Perubahan Rensra Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Ende.

BB ...




BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam
Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah,
bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah

setiap tahun anggaran.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34
Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun
2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
5 R Maret 2024

Diundangkan di Ende
pada tanggal |4 Marg,\: 2024

FINUS G. NGASU

H KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR '%/




